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BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

 NOMOR  6  TAHUN 2016 

TENTANG 

MORATORIUM IZIN PENDIRIAN MINIMARKET 
DI KABUPATEN SUKOHARJO 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SUKOHARJO,  

 

Menimbang : a. bahwa untuk mengatur dan menata keberadaan dan 
pendirian Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko 
Modern di suatu wilayah, agar tidak merugikan dan 
mematikan Pasar Tradisional, Usaha Mikro Kecil Menengah 
dan Koperasi yang ada, perlu dilakukan penataan; 
 

b. bahwa dalam rangka penataan pendirian minimarket 
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan 
moratorium izin pendirian minimarket yang ada di 
Kabupaten Sukoharjo; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Moratorium Izin Pendirian Minimarket di 
Kabupaten Sukoharjo; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3817); 

 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038);  
 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5492); 
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6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5512); 

 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern; 

 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 
 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192); 

 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 
2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten 
Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 183); 

 

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo 
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 
200); 

 

 

  MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MORATORIUM IZIN 
PENDIRIAN MINIMARKET DI KABUPATEN SUKOHARJO. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
   

  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.  

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

4. Moratorium adalah penundaan atau penangguhan izin 
pendirian minimarket. 

5. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri 
menjual berbagai jenis barang secara eceran yang 
berbentuk minimarket, supermarket, department store, 
hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. 

6. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk 
melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-
hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara 
pelayanan mandiri (swalayan). 

7. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM 
adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan 
Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. 

8. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata 
keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional, Pusat 
perbelanjaan dan Toko Modern di suatu wilayah, agar tidak 
merugikan dan mematikan Pasar Tradisional, usaha mikro, 
kecil, menengah, dan koperasi yang ada. 

 
BAB II 

MORATORIUM IZIN PENDIRIAN MINIMARKET 
 

Pasal 2 
 

(1)  Dalam rangka penataan pendirian minimarket di Kabupaten 
Sukoharjo perlu dilakukan Moratorium Izin Pendirian 
minimarket di Kabupaten Sukoharjo. 

(2)  Moratorium izin pendirian minimarket di Kabupaten 
Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. 

 

Pasal 3 
 

Dengan adanya moratorium sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) maka penerbitan Izin Usaha Toko Modern 
khusus minimarket dihentikan. 

 

 



 4 

www.jdih.sukoharjokab.go.id Page 4 
 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 4 
 

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 

Ditetapkan di Sukoharjo 

pada tanggal 8 April 2016                

 

BUPATI SUKOHARJO, 
 
              ttd 
 
  WARDOYO WIJAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

BUDI SUSETYO, SH, MH 
Pembina 

NIP. 19730705 199203 1 004 
 

Diundangkan di Sukoharjo 

pada tanggal  18 April 2016 

      SEKRETARIS DAERAH 

    KABUPATEN SUKOHARJO, 
 

                    ttd 
 

           AGUS SANTOSA 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2016 NOMOR 6 
 


